Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.
Tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional.

1.  
Ketahanan nasional sebagai kondisi

Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharasnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan.

2.   Ketahanan nasional sebagai pendekatan , metode atau cara.

Kertahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek / isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan.
3.   Ketahanan nasional sebagai doktrin.

Ketahanan merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaran bernegara.

Sebagai konsep politik, ketahanan nasional terdapat dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) seperti halnya dengan wawasan nusantara.

· SEJARAH LAHIRNYA KETAHANAN NASIONAL


Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD.Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan, gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada 30 Septetmber 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Menyadari atas berbagai kejadian tersebut, semakin kuat gagasan pemikiran tentang kekuatan apa yang seharusnyta ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia agar kedaulatan dan keutuhan bangsa negara Indonesia terjamin di masa masa mendatang.Jawaban atas pertanyaan eksploratif tersebut adalah adanya kekuatan nasional yang antara lain berupa unsur kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasional.


Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional). Tantangan dan ancaman terhadap bangsa harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang di manifestasikan dalam bentuk tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial, dan militer.


Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.


Dari sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa konsepsi ketahanan nasional Indonesia berawal dari konsepsi kekuatan nasional yang dikembangkan oleh kalangan militer.
· KONSEP KETAHANAN NASIONAL DALAM GBHN


Konsepsi ketahanan nasioanal untuk pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No.IV / MPR / 1973. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1973 adalah sama dengan rumusan ketahanan nasional tahun 1972 dari Lemhanas. Konsep ketahanan nasional berikut rumusan yang demikian berlanjut pada GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988.

Pada GBHN 1993 terjadi perubahan perumusan mengenai konsep ketahanan nasional. Pertahanan nasional dirumuskan sebagai kondosi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Perumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1993 berlanjut pada GBHN 1998. Konsepsi ketahanan nasional pada GBHN 1998 adalah rumusan yang terakhir.


Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut.

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.

2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan intergasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.

a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan kepemimpinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memeliharapersatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif.

c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata.

d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan yang membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala ancaman negara.
· SIFAT SIFAT DASAR KETAHANAN NASIONAL

A. INTREGATIF
Mengandung pengertian segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya, lingkungan alam dan suasana ke dalam saling mengadakan penyesuaian yang selaras dan sesuai.

B. MAWAS KE DALAM
Ketahanan nasionaL terutama di arahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri,untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Pengaruh luarnya adalah hasil yang wajar dari hubungan internasional dengan bangsa lain.

C. MENCIPTAKAN KEWIBAWAAN

Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integratif mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki deterrent effect, yang harus diperhitungkan pihak lain.

D. BERUBAH MENURUT WAKTU

Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau bahkan dapat juga menurun, dan hal itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi.
· UNSUR-UNSUR KETAHAN NASIONAL.


Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia adalah diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh LEMHANAS. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama ASTAGATRA yang terdiri atas TriGatra dan PancaGatra.

a. Trigatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam dan wilayah. 

b.  PancaGatra adala aspek sosial (intangible) yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. 
· PENJELASAN ATAS TIAP GATRA DALAM KETAHANAN NASIONAL

A. Unsur atau gatra penduduk

Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara melip[uti 2 hal berikut.

1. Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, ketrampilan, etos kerja, dan kepribadian.

2. Aspek kuantitas mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara.
B. Unsur atau Gatra Wilayah
Wilayah turut pula menetukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi:

1. Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental.

2. Luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil).

3. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara.

4. Daya dukung wilayah negara, ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang un-habitable.

C. Unsur atau Gatra Sumber Daya Alam

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi:

1. Potensi SDA wilayah yang bersangkutan mencakup SDA Hewani, Nabati, dan Tambang 
2. Kemampuan mengeksplorasi SDA

3. Pemanfaatan SDA dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup.

4. Kontrol atas SDA.
D. Unsur atau Gatra di Bidang Ideologi

Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memilikidua fungsi pokok, yaitu:
1. Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan,artinya nilai -  nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama.
2. Sebagai sarana pemersatu dari msyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu.

E.  Unsur atau Gatra di Bidang Politik 

1. Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non demokrasi.

2. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensiil atau parlementer 
3. Bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan.

4. Susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat.
Sistem politik yang dijalankan adalah sistem politik demokrasi (pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

F.  Unsur atau Gatra di Bidang Ekonomi

Ekonomi merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekauatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Dan bangsa Indonesia menyatakan sistem ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan.
G. Unsur atau Gatra di Bidang Sosial Budaya

Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen (plural) dari segi sosial budaya masyarakat. Bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangs Jepang yang relatif homogen. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan, yaitu “assimilationist policy” dan “bhinneka tunggal ika policy” (winarno, 2002).

H. Unsur atau Gatra di Bidang Pertahanan Keamanan

Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dengan menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.
· PEMBELAAN NEGARA

1. Makna Bela Negara


Membela negara merupakan kewajiban sekaligus juga hak warga negara, hal ini tercentum jelas dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 Perubahan kedua yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembalaan negara”. Pasal 30 UUD 1945 Perubahan Kedua “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” 

Secara fisik yaitu yaitu dengan cara “memanggul bedil” menghadapi serangan atau agresi musuh. Menurut undang undang No. 3 Tahun 2002  tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. 

Secara non fisik dapat didefinisikan sebagai “segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran  berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara”. Juga bisa dengan cara: 
a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara , termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.

b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air , melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat 

c. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dalam berkarya nyata (bukan retorika)

d. Meningkatkan ksadaran dan kepatuhan terhadap hukum / undang-undang dan menjunjung hak asasi manusia.

e. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertaqwa kepada Allah SWT , melalui ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing.
· PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN  TENTANG BELA NEGARA

Ketentuan atau landasan hukum mengenai bela negara secara tersurat dapat kita ketahui dalam bagian pasal atau batang tubuh UUD 1945 sebagai berikut.

a. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke dua yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara “.

b. Pasal 30 UUD 1945 perubahan kedua yang secara lengkap sebagai berikut.

(1) Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat – syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal – hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatrur dengan undang – undang.


Sampai saat ini undang undang yang merupakan pelaksaan dari pasal 30 UUD 1945 tersebut adalah 

1. Undang – undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 

2. Undang – undang No. 3 Tahun 2003 tentang pertahanan negara;

3. Undang – undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam pasal 9 UU No.3 Tahun 2002, yaitu 

(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaran pertahanan negara. 

(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui ;

a. Pendidikan kewarganegaraan ;
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ;

c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib ; dan

d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang – undang.

· BENTUK ANCAMAN


Ancaman dibedakan menjadi dua yaitu ancaman militer dan non militer.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara , keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Bentuk bentuk ancaman militer :

a. Agresi

b. Pelanggaran wilayah oleh negara lain

c. Spionase oleh negara lain

d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional

e. Aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional

f. Pemberontakan bersenjata

g. Perang bersaudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata

Ancaman non militer  memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer , yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum.
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